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ABSTRACT 
 
This study examines the relationship between between the remuneration of the 
board of directors, the board of commissioners and the Sharia Supervisory Board 
on the financial performance of Islamic commercial banks in Indonesia. Based on 
agency theory, providing remuneration to company management will improve the 
company's financial performance because good remuneration will align the 
interests between principals (shareholders) and agents (company management). 
This study uses 9 sample of Islamic Commercial Banks that registered on Otoritas 
Jasa Keuangan using annual financial reports published between the period 2016 
to 2020. Using regression analysis of panel data, the results of this study indicate 
that the remuneration of the board of directors has a positive relationship on 
financial performance indicators, Return On Assets (ROA), the remuneration of the 
board of commissioners has a negative relationship on the company's financial 
performance and the remuneration of Sharia Supervisory Board has no 
relationship on the company's financial performance. The control variable of firm 
size has a positive relationship on company's financial performance. 
 

ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari hubungan antara remunerasi dewan 
direksi, dewan komisaris dan Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja keuangan 
pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Berdasarkan teori agensi, pemberian 
remunerasi kepada pengurus perusahaan akan meningkatkan kinerja keuangan 
perusahaan karena pemberian remunerasi yang baik akan menyelaraskan 
kepentingan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (pengurus perusahaan). 
Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 9 Bank Umum Syariah yang tercatat 
pada Otoritas Jasa Keuangan, menggunakan laporan keuangan tahunan yang 
diterbitkan antara periode tahun 2016 sampai 2020. Menggunakan analisis regresi 
terhadap data panel, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa remunerasi dewan 
direksi berpengaruh positif terhadap indikator kinerja keuangan perusahaan, yaitu 
Return On Assets (ROA), remunerasi dewan komisaris berpengaruh negatif 
terhadap kinerja keuangan perusahaan dan remunerasi Dewan Pengawas Syariah 
tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Variabel kontrol ukuran 
perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perekonomian dunia saat ini tidak terlepas dari peran perbankan sebagai 

penopang kegiatan ekonomi, tidak terkecuali di Indonesia. Perbankan yang 

tangguh dan kuat yang direpresentasikan dengan bank dengan kinerja yang 

baik akan menjadi pilar perkembangan ekonomi di suatu negara. Kinerja 

merupakan gambaran prestasi kerja yang diraih oleh suatu perusahaan atas 

target yang sudah ditentukan saat awal periode dengan kriteria tertentu yang 

dapat dipergunakan dalam menentukan kesuksesan perusahaan untuk 

mencapai tujuan (Govindarajan & Anthony, 2011). Kinerja dari pengurus 

perusahaan terutama dewan direksi dinilai dari kinerja keuangan perusahaan. 

Kinerja keuangan perbankan menjadi faktor utama dan sangat penting untuk 

menilai keseluruhan kinerja perbankan. Kinerja sebuah bank dapat dilihat dari 

laporan keuangan yang diterbitkan secara rutin oleh bank, baik triwulanan 

ataupun laporan tahunan (Nurvita, 2018). Tingkat kesehatan bank salah 

satunya dinilai berdasarkan rasio keuangan yang ada dalam laporan keuangan 

yang di sisi lain juga dapat digunakan oleh pemangku kepentingan untuk 

melakukan penilaian terhadap kinerja bank.  

Salah satu cara untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan adalah 

dengan melihat profitabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba. Kinerja manajerial dari pengurus perusahaan akan 

dinilai baik apabila tingkat profitabilitas perusahaan tinggi, di mana 
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profitabilitas ini diukur dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan 

anggaran yang ditetapkan, standar historis maupun standar industri 

(Govindarajan & Anthony, 2011). Dalam menentukan kinerja keuangan 

menggunakan profitabilitas sebagai ukurannya, dapat digunakan indikator 

berupa Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Net Interest Margin 

(NIM), pendapatan dan Earning per Share (EPS). Misal untuk sektor 

keuangan, perbandingan antara laba dengan aset yang dananya sebagian besar 

berasal dari dana simpanan masyarakat sehingga Return On Asset (ROA) 

dinilai lebih mewakili pengukuran kinerja keuangan perbankan (Hisamuddin 

& Tirta K, 2015). Apabila yang ingin diketahui adalah tingkat return untuk 

pemegang saham, maka bisa menggunakan indikator ROE atau EPS. 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan 

dengan ditandai oleh market share yang terus meningkat. Pertumbuhan market 

share perbankan syariah dapat dilihat dalam Tabel I.1  

Tabel I.1 

Market Share Perbankan Syariah di Indonesia 2015-2020 

 

Tahun Market Share (%) Pertumbuhan (%) 

2015 4,90 0,00 

2016 5,30 0,40 

2017 5,70 0,40 

2018 5,92 0,22 

2019 6,13 0,21 

2020 6,51 0,38 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah-OJK 
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Jika ditarik dalam beberapa tahun ke belakang maka market share 

perbankan syariah yang diukur menggunakan total aset menunjukkan 

pertumbuhan yang terus menerus positif sehingga menembus market share 

sebesar 6,51% pada tahun 2020 dengan total aset sebesar Rp. 608,90 Triliun. 

Akan tetapi, pertumbuhan tersebut tergolong sangat lambat, hanya tumbuh 

sebesar 1,61% dalam jangka waktu 5 tahun, ditengah dorongan pihak otoritas 

agar perkembangan sektor keuangan syariah berkembang lebih cepat. 

Kebijakan tersebut diantaranya adalah diperbolehkannya konversi bank 

konvensional menjadi bank syariah dan pendirian Unit Usaha Syariah sebagai 

sayap usaha berpinsip syariah yang menginduk pada bank konvensional. 

Market share yang semakin meningkat seharusnya mendorong kinerja 

keuangan bank syariah. Pengukuran kinerja keuangan bank syariah dalam 

menghasilkan laba (rentabilitas) berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 10 /SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan 

Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah adalah Return on Asset (ROA), 

Net Operating Margin (NOM) dan Net Imbalan (NI). Rasio ROA adalah alat 

ukur profitabilitas yang umum digunakan, yang mencerminkan kemampuan 

bank untuk menghasilkan laba dibandingkan dengan aset yang dimiliki. Untuk 

melihat perkembangan ROA pada perbankan syariah sangat ideal jika 

dibandingkan dengan perbankan konvensional karena merupakan usaha 

sejenis. Perkembangan Return on Asset (ROA) pada Bank Umum Syariah 

(BUS) jika dibandingkan dengan bank konvensional dari tahun 2015 hingga 

tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel I. 2 

Perkembangan ROA Perbankan di Indonesia 

(dalam %) 

Tahun Konvensional Syariah Selisih 

2015 2,32 0,49 1,83 

2016 2,23 0,63 1,60 

2017 2,45 0,63 1,82 

2018 2,55 1,28 1,27 

2019 2,47 1,73 0,74 

2020 1,59 1,40 0,19 

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia-OJK 

 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan ROA Bank Umum 

Syariah dari tahun ke tahun semakin membaik. Jika dibandingkan dengan bank 

konvensional yang keberadaannya telah mapan, maka ROA pada Bank Umum 

Syariah telah mendekati ROA bank konvensional. Dalam 6 tahun terakhir, 

selisih ROA semakin kecil bahkan pada akhir tahun 2020 selisihnya hanya 

0,19% (Statistik Perbankan Syariah, 2020). Namun demikian, pertumbuhan 

tersebut belum bisa melampaui angka 1,5%, standar terbaik ROA sesuai Surat 

Edaran Bank Indonesia (SE BI) No13/24/DPNP/2011 tentang Penilian 

Kesehatan Bank Umum.  

Perkembangan kinerja keuangan bank syariah dengan indikator 

profitabilitas berupa ROA belum sesuai yang diharapkan. Peningkatan kinerja 

keuangan pada perbankan syariah membutuhkan peningkatan kualitas SDM 

yang memiliki kompetensi, profesional dan memiliki etos kerja yang tinggi, 

terutama pada level manajemen puncak. Etos kerja yang tinggi dihasilkan oleh 



5 
 

karyawan yang memiliki motivasi yang tinggi. Salah satu faktor yang sangat 

penting membangkitkan motivasi adalah remunerasi yang diberikan oleh 

perusahaan (Govindarajan & Anthony, 2011). Diyakini bahwa remunerasi 

akan memotivasi kerja pegawai, mengurangi perputaran tenaga kerja, dan 

menarik pencari kerja yang berkualitas ke dalam perusahaan, oleh karena itu 

remunerasi dapat digunakan sebagai faktor pendorong atau motif yang 

memengaruhi perilaku dan kemauan untuk berprestasi serta pemilihan 

perusahaan sebagai tempat bekerja (Hasibuan, 2017). 

Pengaruh remunerasi eksekutif terhadap kinerja perusahaan telah diteliti 

oleh beberapa peneliti terdahulu. Pangestu et al. (2019) melakukan penelitian 

terhadap 147 perusahaan terbuka pada 10 sektor bisnis yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia periode laporan keuangan tahun 2013 sampai 2017, hasil yang 

diperoleh adalah remunerasi direksi berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan yang diwakili oleh variabel Return On Assets (ROA). Penelitian 

lainnya yang menghasilkan kesimpulan serupa adalah Surifah et al., (2020) 

yang melakukan penelitian terhadap perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI 

dan penelitian di beberapa negara yaitu Nigeria (Ahmed & Saidu, 2021), 

Pakistan (S. ur Rehman et al., 2021), Kazakstan (Orazayeva & Arslan, 2021), 

China (A. ur Rehman et al., 2021), dan Palestina (Abdeljawad et al., 2021). 

Penelitian yang dilakukan oleh Muslih (2018), Puspasari dan Sujana (2021), 

Angula dan Makasi (2021) menghasilkan kesimpulan bahwa remunerasi 

direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Penelitian yang 

menghasilkan kesimpulan bahwa remunerasi eksekutif berpengaruh negatif 

terhadap kinerja keuangan perusahaan adalah hasil penelitian di beberapa 
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negara berkembang yaitu Sri Lanka (Jayendrika et al., 2020), Afrika Selatan 

(Marimuthu & Kwenda, 2019) dan Bangladesh (Akter et al., 2020). Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh remunerasi dewan direksi 

terhadap kinerja perusahaan masih belum konsisten sehingga membuka ruang 

hubungan kedua variabel tersebut dikaji kembali. 

Selain pengaruh remunerasi dewan direksi, terdapat beberapa penelitian 

lain, yang mengkaji pengaruh remunerasi dewan komisaris terhadap kinerja, 

meskipun demikian penelitian ini tidak sebanyak penelitian remunerasi dewan 

direksi. Penelitian yang dilakukan oleh Muslih (2018) dan Muslih & Rahadi 

(2019) menunjukkan bahwa remunerasi dewan komisaris tidak berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Surifah et al. 

(2020) menunjukkan bahwa remunerasi dewan komisaris berpengaruh negatif 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Syoraya & Januarti (2014) menunjukkan hasil bahwa kompensasi dewan 

komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Jika penelitian 

pengaruh remunerasi dewan direksi terhadap kinerja banyak yang 

menunjukkan pengaruh positif, kajian pengaruh remunerasi dewan komisaris 

terhadap kinerja lebih banyak menunjukkan hasil tidak signifikan.  

Penelitian mengenai pengaruh remunerasi DPS terhadap kinerja 

perusahaan belum banyak dilakukan, padahal hal ini menarik dikaji karena 

pemilihan anggota DPS masih dipengaruhi oleh kecenderungan untuk memilih 

anggota DPS berdasarkan ketokohan atau figuritas, sehingga banyak tokoh 

menjadi DPS di beberapa Bank (Baehaqi, 2014). Sebagai contoh adalah KH 

Ma’ruf Amin saat menjabat sebagai ketua MUI, beliau juga menjabat sebagai 
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Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada 3 bank syariah besar yaitu PT 

Bank Muamalat Indonesia Tbk., PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah 

Mandiri (BSM). Ketokohan seoarang anggota DPS sepatutnya berbanding 

lurus dengan remunerasi yang diberikan. 

Sumber daya manusia pada manajemen puncak dalam perbankan syariah 

diwakili oleh dewan direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah. 

Peran mereka sangat sentral dalam mencapai visi, misi dan tujuan perusahaan. 

Oleh karena itu sumber daya manusia terbaik diperebutkan dalam merekrut 

pengurus bank. Dalam industri perbankan syariah perebutan SDM terbaik 

terjadi karena:  

1) Tingkat persaingan pada industri perbankan sangat tinggi 

Persaingan yang tinggi di dunia perbankan menyebabkan terjadinya 

perebutan SDM terbaik, termasuk pengurus perusahaan. Hal tersebut 

mendorong perusahaan perbankan memberikan penawaran remunerasi 

terbaik, tidak terkecuali dengan Bank Umum Syariah. Hasil Survei 

Perbankan Indonesia 2014 yang dilakukan oleh Price Waterhouse Cooper 

(PWC) menemukan bahwa tingkat perpindahan tenaga kerja di sektor 

perbankan sangat tinggi. Survei membuktikan bahwa sebanyak 54 persen 

karyawan bank bersedia untuk pindah perusahaan karena adanya penawaran 

gaji yang lebih besar. Sementara 37 persen karyawan bersedia pindah tempat 

kerja karena ingin memiliki karir yang lebih prospektif. Perpindahan pegawai 

bank sebanyak 82% adalah pindah ke bank lain, sementara 16% pindah ke 

institusi keuangan lainnya. 
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Rekrutmen eksekutif perbankan biasanya terbuka. SDM dengan 

pengalaman dan track record yang baik akan diperebutkan sehingga pihak 

bank harus memberikan fasilitas lebih, salah satunya dengan memberikan 

remunerasi yang tinggi. Tidak hanya di level direksi, bahkan di level Dewan 

Pengawas Syariah pun Bank Syariah berebut tokoh terbaik, sehingga mereka 

“rela” berbagi satu tokoh untuk dijadikan DPS di beberapa bank. 

2) Eksekutif bank syariah berasal dari bank konvensional. 

Sebagian besar eksekutif pada bank syariah berasal dari bank 

konvensional. Pemetaan direksi di perbankan syariah dengan melihat kiprah 

para direksi dalam lima tahun terakhir sebelum mereka menjadi direktur di 

perbankan syariah, menunjukkan bahwa 77% direksi di perbankan syariah 

berasal dari bank konvensional (Infobanknews, 29 Februari 2016). 

Perpindahan eksekutif perbankan dari bank konvensional ke bank syariah 

pasti dengan perhitungan keuntungan yang diperoleh, misalnya peningkatan 

pendapatan atau peluang karir yang lebih baik. 

Remunerasi merupakan hal yang cukup penting dan dalam industri 

perbankan syariah diatur secara khusus melalui Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Dalam 

Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. 

Salah satu isi dari POJK tersebut adalah bahwa Bank wajib menerapkan tata 

kelola dalam pemberian remunerasi dan wajib memiliki Komite Remunerasi 

yang diketuai oleh komisaris independen.  

Dalam pasal 3 POJK tersebut disebutkan bahwa Bank wajib memiliki 

kebijakan Remunerasi secara tertulis bagi Direksi, Dewan Komisaris, DPS, 
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dan Pegawai. Kebijakan remunerasi ini tentunya dengan tujuan untuk 

menciptakan good corporate governance dalam rangka mencapai kinerja 

terbaik untuk perusahaan. Apakah kebijakan remunerasi pada bank umum 

syariah telah efektif dalam mendorong perusahaan mencapai profitabilitas 

yang tinggi? Jika kita mendalami laporan tahunan perbankan syariah, akan kita 

temukan adanya gap dalam pemberian remunerasi berdasarkan ukuran bank 

dengan pendekatan jumlah aset yang dikelola. Sebagai contoh adalah untuk 

tahun 2020, Bank Syariah Mandiri sebagai bank syariah terbesar dengan asset 

126,9 T hanya memberikan remunerasi kepada direksi sebesar 35,140 M, 

sementara pemberi remunerasi tertinggi justru diberikan oleh Bank BTPN 

Syariah yang hanya memiliki asset 16,437 T dan bisa memberikan remunerasi 

sebesar 56,145 M. Apakah besarnya remunerasi yang diberikan ada kaitannya 

dg kinerja? Untuk itu perlu dilakukan penelitian yang mengkaji apakah 

kebijakan remunerasi pada perbankan syariah khususnya terhadap direksi, 

komisaris dan DPS sebagai pengurus perusahaan dapat berdampak positif 

dalam meningkatkan kinerja perusahaan. 

Karena hasil kajian terdahulu belum mampu menunjukkan efektivitas 

remunerasi Dewan Direksi dan dewan Komisaris terhadap kinerja, serta 

perlunya penelitian mengenai pengaruh kebijakan remunerasi khususnya 

terhadap pengurus pada bank syariah, maka penelitian ini akan mengkaji 

pengaruh remunerasi Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas 

Syariah terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Penelitian ini akan meneliti hubungan antara remunerasi yang diterima 

oleh dewan direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah dengan 

kinerja keuangan perusahaan. Remunerasi yang memadai akan memberikan 

motivasi kepada dewan direksi, dewan komisaris dan DPS untuk bekerja 

dengan baik untuk kepentingan dan kemajuan perusahaan. Penelitian ini akan 

mengkaji rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Apakah terdapat pengaruh remunerasi dewan direksi terhadap kinerja 

keuangan pada Bank Umum Syariah ndonesia 

2. Apakah terdapat pengaruh remunerasi dewan komisaris terhadap kinerja 

keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia 

3. Apakah terdapat pengaruh remunerasi dewan pengawas syariah terhadap 

kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui pengaruh remunerasi dewan direksi terhadap kinerja 

keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia 

2. Untuk mengetahui pengaruh remunerasi dewan komisaris terhadap kinerja 

keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia 

3. Untuk mengetahui pengaruh remunerasi dewan pengawas syariah terhadap 

kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian pengaruh remunerasi terhadap kinerja keangan pada bank 

syariah ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:  

1. Bagi bank syariah  

Kontribusi hasil penelitian terhadap bank syariah adalah adanya rekomendasi 

yang dapat mempengaruhi penentuan kebijakan remunerasi terutama 

remunerasi untuk direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah 

sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 

2. Bagi Akademisi  

Hasil penelitian diharapkan manfaat untuk akademisi adalah mendapatkan 

pengetahuan dan bukti empiris terkait hubungan antara remunerasi eksekutif 

terhadap kinerja perusahaan khususnya pada Bank Umum Syariah (BUS) di 

Indonesia.  

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Bab I : Pendahuluan  

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  

Bab II : Kajian Pustaka  

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berpengaruh terhadap 

penelitian yang dilakukan mencakup agency theory, remunerasi, 

kinerja keuangan, hubungan remunerasi dengan kinerja dan 

perbankan syariah, kemudian dipaparkan hasil dari penelitian 

terdahulu dan perumusan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian. 
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Bab III : Metode Penelitian  

Bab ini berisi tentang populasi dan sampel, sumber dan teknik 

pengumpulan data, definisi operasional dan variabel penelitian, 

teknik analisis data dan pengujian hipotesis.  

Bab IV : Analisis Data dan Pembahasan  

Bab ini akan menjelaskan tentang metode analisis data terdiri dari 

statistik deskriptif, pemilihan model regresi, uji asumsi klasik, 

analisis regresi data panel, uji koefisien determinasi, serta uji 

hipotesis. Kemudian hasil analisis statistik tersebut diterjemahkan 

dan digunakan untuk menarik kesimpulan 

Bab V  : Kesimpulan, Implikasi dan Saran  

 Bab ini berisi kesimpulan penelitian serta implikasi dan saran-saran 

yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

A. Agency Theory  

Remunerasi pengelola perusahaan sering dihubungkan dengan 

agency theory Teori tersebut mengasumsikan bahwa pengelola akan 

bertindak sesuai dengan kepentingannya, sehingga perlu dibuat mekanisme 

supaya tindakan yang dilakukan tersebut sesuai dengan kepentingan pemilik 

atau pemegang saham (Govindarajan & Anthony, 2011). Salah satu 

mekanisme tersebut adalah adanya remunerasi kepada pengelola. Teori 

agensi menjelaskan bagaimana kontrak dan insentif bisa didesain untuk 

memotivasi individu untuk mencapai keselarasan tujuan.  

Di saat satu pihak yaitu pemilik (prinsipal) mempekerjakan pihak 

pengelola perusahaan (agen) dan mendelegasikan pembuatan keputusan pada 

agen, maka hubungan agensi terjadi. Dalam suatu perusahaan, pemegang 

saham menyewa dewan komisaris, direksi dan berharap dewan komisaris dan 

direksi bekerja sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Tantangannya 

adalah bagaimana memotivasi agen supaya mereka menjadi sama 

produktifnya seperti jika mereka adalah pemilik.  

Dalam teori agensi dikenal adanya adanya divergent objective dari 

prinsipal dan agen yaitu asumsi bahwa para pihak akan bertindak untuk 

kepentingan mereka, sehingga mereka akan mengambil kebijakan yang 

menguntungkan diri sendiri. Agen diasumsikan akan puas jika mendapatkan 

kompensasi yang diinginkan, sementara pemegang saham diasumsikan 



14 
 

hanya tertarik pada pengembalian finansial yang diperoleh dari investasi 

mereka di perusahaan.  

Di samping itu, pemegang saham tidak pernah akan bisa mengawasi 

direksi sepanjang waktu yang akan menjamin kepastian bahwa mereka 

bekerja untuk kepentingannya. Prinsipal tidak memiliki informasi yang 

memadai mengenai kinerja agen dan tidak mengetahui kepastian bagaimana 

usaha agen dalam memberikan berkontribusi terhadap kinerja aktual 

perusahaan, situasi ini disebut information asymmetry.  

Teori agensi menyatakan bahwa ada dua cara utama dalam mengatasi 

masalah divergent objectives dan information asymmetry yaitu: monitoring 

dan insentif (Govindarajan & Anthony, 2011). Monitoring dilakukan dengan 

merancang sistem pengendalian agar tindakan agen bisa dipantau, sehingga 

bisa mencegah agar kebijakan yang diambil manajemen tidak bertujuan 

untuk meningkatkan kekayaan diri dengan mengorbankan kepentingan 

pemilik. Sebagai contoh adalah laporan keuangan yang merupakan 

pertanggungjawaban hasil kinerja manajemen harus diaudit oleh pihak ketiga 

untuk menjembatani perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik. 

Kontrak insentif yang sesuai, digunakan untuk meminimalkan perbedaan 

preferensi antara pemilik dan manajemen. Ketika kontrak insentif dalam 

bentuk kebijakan remunerasi diproyeksikan memotivasi manajemen untuk 

berkinerja baik demi kepentingan perusahaan, maka akan menghasilkan 

keselarasan tujuan antara prinsipal dan agen. Kebijakan remunerasi harus 

mengakomodasi adanya kontrak insentif, agar dapat mendorong agen untuk 

bersungguh-sungguh dalam upaya peningkatan laba sehingga memberikan 
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kontribusi maksimal bagi prinsipal, sekaligus pada saat bersamaan juga 

meningkatkan kompensasi yang mereka terima. Pemberian insentif harus 

memuat suatu kontrak yang memperbolehkan manajemen memperoleh 

bagian dari kekayaan ketika nilai perusahaan meningkat. Studi yang 

dilakukan oleh A. ur Rehman et al. (2021) menyelidiki dampak kinerja 

perusahaan dan tata kelola perusahaan pada remunerasi eksekutif pada 

sampel 860 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek China 

selama periode 15 tahun 2004–2018, penelitian ini menemukan hubungan 

positif dan signifikan antara profitabilitas perusahaan dan remunerasi 

eksekutif, artinya bahwa jika profitabilitas perusahaan meningkat maka 

remunerasi eksekutif juga meningkat. Dari teori agensi ini dapat 

dihubungkan bahwa remunerasi yang diterima oleh manajemen akan 

meningkatkan motivasi yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja 

perusahaan yang hasilnya dinikmati oleh pemegang saham. 

Menurut Jensen dan Meckling (1976) adanya masalah agensi akan 

menyebabkan timbulnya biaya keagenan (agency cost) yang terdiri atas:  

a. Biaya pengawasan, yaitu biaya yang dibutuhkan oleh prinsipal untuk 

pengendalian terhadap agen dalam menjalankan bisnis yang 

dimilikinya. Contoh biaya ini adalah biaya audit dan biaya untuk 

menetapkan rencana kompensasi manajer, pembatasan anggaran, dan 

aturan-aturan operasional. 

b. Biaya pengikatan agen, yaitu biaya yang ditanggung oleh agen untuk 

memastikan bahwa agen tidak mengambil kebijakan yang merugikan 

kepentingan pemilik modal  
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c. Sisa kerugian (residual loss), yaitu biaya yang harus ditanggung oleh 

prinsipal akibat dari keputusan agen yang menyimpang dari kebijakan 

yang dibuat oleh prinsipal. 

 

B. Remunerasi  

Remunerasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang 

langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas 

jasa yang diberikan kepada perusahaan (Hasibuan, 2017). Menurut 

Govindarajan & Anthony (2011) paket remunerasi manajer terdiri dari 3 

komponen yaitu gaji, tunjangan (tunjangan pensiun, kesehatan dan lainnya) 

dan kompensasi insentif (bonus). Ketiga komponen tersebut saling 

bergantung satu sama lain, akan tetapi berdasarkan banyak penelitian 

menunjukkan bahwa kompensasi insentif berperan besar dalam mendorong 

kinerja keuangan perusahaan. Organisasi dengan rasio bonus yang lebih 

tinggi cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan 

organisasi lainnya.  

Organisasi memberikan penghargaan atas partisipasi individu dalam 

berkontribusi terhadap kinerja sesuai dengan cara-cara yang telah disetujui 

bersama (Govindarajan & Anthony, 2011). Penelitian atas insentif cenderung 

mendukung hal-hal berikut ini: 

1. Individu-individu cenderung lebih termotivasi oleh penghargaan atas 

potensi pendapatan daripada oleh rasa takut akan hukuman. Pemberian 

rencana bonus atas kinerja lebih baik daripada hukuman jika berkinerja 

kurang baik. 
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2. Penghargaan pribadi bersifat relatif atau situasional. Penghargaan 

moneter adalah penting, namun pada situasi tertentu penghargaan 

nonmoneter juga diperlukan. 

3. Individu-individu sangat termotivasi ketika mereka memperoleh 

laporan, atau umpan balik, mengenai kinerja mereka. Tanpa umpan 

balik, orang tidak akan merasakan suatu pencapaian atas kinerja 

mereka serta tidak dapat mendorong perilaku untuk mencapai tujuan 

organisasi. Insentif akan kurang efektif ketika pencapaian dan umpan 

balik (misalnya bonus) ada jeda waktu yang panjang. 

4. Motivasi akan melemah ketika orang merasa yakin bahwa suatu 

insentif tidak akan dapat dicapai atau terlalu mudah untuk dicapai. 

Motivasi akan kuat jika individu menganggap bahwa pencapaian itu 

penting dan berhubungan dengan pendapatannya. 

5. Insentif yang disediakan oleh suatu anggaran akan sangat berpengaruh 

ketika para manajer berkomitmen untuk bekerja sama dengan 

atasannya untuk memperoleh angka-angka anggaran. 

Ada dua filosofi pemikiran mengenai cara untuk membaurkan 

penghargaan tetap (gaji dan tunjangan) dengan penghargaan variabel (bonus 

dan insentif) dalam total kompensasi manajer (Govindarajan & Anthony, 

2011). Dua filosofi atas kompensasi insentif itu adalah: 

1. Pembayaran tetap 

 

Merekrut Orang 
yang Baik

Membayar Mereka 
dengan Baik

Mengharap Mereka 
Bekerja dengan Baik
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Filosofi pembayaran tetap menyatakan bahwa perusahaan merekrut 

orang-orang yang baik, membayarnya dengan baik, dan kemudian 

mengharapkan kinerja yang baik. Perusahaan yang menganut paham ini 

menekankan pada gaji, dan bukan bonus insentif. Penghargaan finansial 

atau remunerasi tidak terkait dengan kinerja. Contoh penerapan sistem ini 

adalah pemberian standar gaji yang tinggi, dengan harapan mendapatkan 

sumberdaya manusia terbaik dan tidak tergiur untuk mengambil 

keuntungan pribadi karena semua kebutuhannya telah dicukupi 

perusahaan. 

2. Pembayaran berdasarkan kinerja 

 

Filosofi ini menyatakan bahwa perusahaan harus merekrut orang 

yang baik, mengharapkan mereka berkinerja baik dan membayar mereka 

dengan baik jika kinerja aktual sesuai yang diharapkan. Perusahaan yang 

menggunakan filosofi ini mempraktikkan pembayaran berdasarkan 

kinerja, mereka lebih menekankan pemberian bonus sebagai faktor 

terpenting dalam pemberian remunerasi, dibandingkan gaji yang bersifat 

tetap.  

Perbedaan fundamental antara kedua filosofi tersebut adalah fakta 

bahwa remunerasi ada terlebih dahulu, baru kemudian kinerja pada 

pembayaran tetap. Sebaliknya, dalam pembayaran berdasarkan kinerja, 

kinerja dinilai terlebih dahulu baru kemudian remunerasi dihitung. Kedua 

Merekrut Orang yang 
Baik

Mengharap Kinerja 
yang Baik

Membayar Mereka 
dengan Baik Jika 
Kinerjanya Baik
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filosofi ini memiliki implikasi yang berbeda. Karena gaji adalah pendapatan 

yang dijamin, maka menekankan pada gaji akan mendorong konservatisme 

dan kepuasan diri. Menekankan pada bonus disisi lain, akan memotivasi 

untuk melakukan usaha maksimum. Alasan ini yang mendorong perusahaan 

komersial menggunakan sistem bonus insentif, termasuk di sektor keuangan.  

Menurut Hasibuan (2017), komponen remunerasi dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu remunerasi terdiri atas remunerasi finansial langsung dan 

remunerasi finansial tidak langsung. Remunerasi finansial langsung adalah 

remunerasi yang diberikan dalam bentuk uang. Jenis kompensasi keuangan 

dapat berupa: 

a. Gaji 

Pemberian gaji bersifat tetap, artinya jumlahnya diberikan setiap bulan 

yang besarnya bervariasi sesuai dengan golongan atau kepangkatan 

yang diembannya. Besarnya gaji juga ditentukan oleh berbagai 

pertimbangan, utamanya adalah masalah beban kerja karyawan, di 

samping kemampuan perusahaan. 

b. Bonus 

Bonus merupakan pembayaran yang dilakukan kepada seseorang 

karena prestasinya atau prestasi perusahaan secara keseluruhan. Bonus 

biasanya diberikan dalam dua jenis, yaitu bonus umum dan bonus 

khusus. Bonus umum diberikan kepada semua karyawan dan besarnya 

biasanya tergantung dari jabatannya. Sementara itu bonus khusus yaitu 

bonus yang diberikan untuk individu dan bonus kelompok (unit kerja). 

Bonus ini diberikan karena adanya kinerja atau prestasi kerja individu 
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atau kelompok yang meningkat. Besarnya bonus yang diterima 

biasanya tergantung pada kinerja karyawan dan keuntungan 

perusahaan. 

c. Komisi 

Komisi adalah kompensasi yang diberikan kepada karyawan yang 

mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan berdasarkan unit 

yang diberikan kepada perusahaan. 

d. Insentif 

Insentif adalah rangsangan yang diberikan untuk mendorong karyawan 

meningkatkan kinerjanya, sehingga dengan pemberian insentif kinerja 

akan meningkat. Insentif juga diberikan pada pekerjaan tertentu yang 

tidak semua orang mau atau mampu melaksanakannya. 

Remunerasi finansial tidak langsung merupakan kompensasi yang 

diberikan dalam bentuk tunjangan-tunjangan guna meningkatkan 

kesejahteraan karyawan baik fisik maupun batin. Jenis kompensasi bukan 

keuangan terdiri dari: 

a) Tunjangan kesehatan 

b) Tunjangan anak/istri 

c) Tunjangan perumahan 

d) Tunjangan kendaraan 

e) Tunjangan komunikasi 

f) Tunjangan pendidikan 

g) Tunjangan liburan 

h) Tunjangan hari tua 
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i) Tunjangan hari raya 

j) Serta fasilitas kesejahteraan lainnya 

Untuk mengendalikan remunerasi, dalam industri perbankan syariah 

masalah remunerasi diatur oleh regulator melalui Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Dalam 

Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. 

Dalam Pasal 1 POJK tersebut, remunerasi didefinisikan sebagai imbalan 

yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan 

Komisaris, anggota DPS, dan/atau Pegawai baik yang bersifat tetap maupun 

variabel dalam bentuk tunai maupun tidak tunai sesuai dengan tugas, 

wewenang, dan tanggung jawabnya. Remunerasi dalam perbankan syariah 

ada yang bersifat tetap dan ada yang bersifat variabel. Remunerasi yang 

bersifat tetap adalah remunerasi yang tidak dikaitkan dengan kinerja dan 

risiko, antara lain gaji pokok, fasilitas, tunjangan perumahan, tunjangan 

kesehatan, tunjangan pendidikan, tunjangan hari raya, dan pensiun. 

Sedangkan remunerasi yang bersifat variabel adalah remunerasi yang 

dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain bonus atau bentuk lain yang 

dipersamakan dengan itu. 

Bank wajib memiliki kebijakan remunerasi secara tertulis bagi 

Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pegawai (Pasal 3). Bank juga wajib 

memiliki Komite Remunerasi yang diketuai oleh komisaris independen. 

Komite Remunerasi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab:  

a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas 

kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran dan strategi jangka 
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panjang bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan, serta potensi pendapatan bank di masa 

yang akan datang;  

b. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris 

mengenai:  

1. Kebijakan Remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS untuk 

disampaikan kepada rapat umum pemegang saham; dan   

2. Kebijakan Remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk 

disampaikan kepada Direksi;  

c. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan;  

d. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan 

remunerasi.  

Kebijakan remunerasi yang bersifat tetap wajib paling sedikit 

memperhatikan (Pasal 11):  

a. Skala usaha, kompleksitas usaha, peer group, tingkat inflasi, kondisi dan 

kemampuan keuangan, serta sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan  

b. Perbedaan (gap) remunerasi antar tingkat jabatan.  

 Kebijakan Remunerasi yang bersifat variabel wajib (Pasal 12):  

a. Paling sedikit memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, peer 

group, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, serta sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan  

b. Mendorong dilakukannya prudent risk taking. 
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C. Kinerja Keuangan 

Kinerja merupakan hasil kerja baik secara kualitas dan kuantitas yang 

dapat dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Hasibuan, 2017). Kinerja 

perusahaan merupakan pencapaian perusahaan berdasar standar atau target 

tertentu dalam periode waktu tertentu. Kinerja biasanya dievaluasi dengan 

frekuensi tertentu dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan sasaran 

yang ditetapkan di awal periode.  

Menurut Mutia (2009), terdapat beberapa langkah yang dilakukan 

dalam proses pengukuran kinerja, yaitu: 

a. Mendefinisikan misi, penetapan tujuan, sasaran dan strategi perusahaan 

Misi bertujuan meyakinkan adanya satu kesatuan tujuan didalam 

perusahaan. Sasaran merupakan tujuan organisasi yang sudah dinyatakan 

secara eksplisit dengan disertai batasan waktu yang jelas. Strategi adalah 

cara atau teknik yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan dan 

sasaran. 

b. Penetapan dan pengembangan indikator  

Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur dan 

mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang 

sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Ukuran kinerja 

mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. 

c. Pengukuran kinerja dan penilaian hasil pengukuran  

Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi. Jika 

perusahaan sudah mempunyai indikator dan ukuran kinerja yang jelas, 
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maka pengukuran kinerja bisa diimplementasikan. Mengukur tingkat 

ketercapaian tujuan, sasaran dan strategi adalah membandingkan hasil 

aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. 

d. Pelaporan hasil-hasil secara formal  

Pelaporan secara formal akan memberikan gambaran kepada penerima 

informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi. 

Informasi pencapaian kinerja dapat dijadikan sebagai: 

1. Pertanggungjawaban atas hasil yang dicapai, proses yang dilakukan 

dan sumber daya yang telah dipercayakan untuk dikelola. Hasil 

pengukuran terhadap pencapaian kinerja dijadikan dasar bagi 

manajemen atau pengelola organisasi untuk perbaikan kinerja pada 

periode berikutnya. Bisa dijadikan landasan pemberian reward and 

punishment terhadap manajer dan anggota organisasi. 

2. Umpan balik atau feedback. Pengukuran kinerja yang dilakukan 

setiap periode waktu tertentu sangat bermanfaat untuk menilai 

kemajuan yang telah dicapai organisasi dan dapat digunakan untuk 

mengambil kebijakan. 

Kinerja bisa diukur dari sisi keuangan maupun non keuangan 

(Govindarajan & Anthony, 2011). Kinerja keuangan misalnya diukur dengan 

pencapaian laba, efisiensi biaya, harga saham, pangsa pasar dan sebagainya. 

Kinerja non keuangan misalnya kemampuan dan keterampilan (kompetensi), 

kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan, komitmen terhadap 

perusahaan atau kepuasan nasabah atau rekan kerja. Ukuran kinerja keuangan 

merupakan ukuran yang paling sering dipakai sebagai alat karena definisi 
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ukuran kinerja relatif standar dan digunakan secara luas untuk meneliti 

kinerja perusahaan. Di samping itu juga relatif mudah diperoleh karena 

perusahaan biasanya mempublikasikan semua pencapaian keuangannya 

untuk memenuhi ketentuan regulator.   

Ukuran kinerja keuangan yang paling sering digunakan untuk 

perusahaan komersial adalah profitabilitas, karena pada dasarnya semua 

aktivitas perusahaan akan bermuara pada satu tujuan yaitu laba. Sesuai Surat 

Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /SEOJK.03/2014 Tentang 

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, 

untuk parameter kinerja bank dalam menghasilkan laba (rentabilitas) ada 3 

indikator yang digunakan yaitu Return On Asset (ROA), Net Operating 

Margin (NOM) dan Net Imbalan (NI). 

 

D. Hubungan Remunerasi Dengan Kinerja  

Struktur remunerasi seringkali dikaitkan dengan kinerja, sehingga 

remunerasi yang diberikan akan memengaruhi kinerja yang dihasilkan. 

Untuk eksekutif, remunerasi diberikan berdasarkan kinerja perusahaan 

secara keseluruhan. Remunerasi merupakan imbalan prinsipal (pemilik/ 

pemegang saham) kepada agen (direksi, dewan komisaris dan DPS). 

Prinsipal menginginkan agen menjalankan perusahaan dengan 

mengedepankan kepentingan prinsipal, sehingga dibuatlah skema remunerasi 

tersebut (Govindarajan & Anthony, 2011).  

Menurut Hasibuan (2017), remunerasi pada dasarnya merupakan alat 

untuk mewujudkan visi dan misi organisasi karena remunerasi itu sendiri 
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bertujuan untuk menarik pegawai yang cakap dan berpengalaman, 

mempertahankan pegawai yang berkualitas, memotivasi pegawai untuk 

bekerja dengan efektif, memotivasi terbentuknya perilaku yang positif, dan 

menjadi alat untuk mengendalikan pengeluaran, dimana hal tersebut 

merupakan faktor-faktor yang dapat membantu pencapaian visi misi 

organisasi. 

Dewi dan Harjoyo (2019) menyebutkan remunerasi yang bisa 

memotivasi pegawai misalnya adalah sistem insentif dan gainsharing yang 

sering digunakan oleh perusahaan sebagai salah satu strategi untuk 

memotivasi pegawai untuk menunjukkan kinerja optimal. Insentif adalah 

salah satu bentuk kompensasi perusahaan kepada pegawai didasarkan pada 

kinerja yang ditunjukkan. Semakin baik kinerja yang ditampilkan pekerja 

semakin banyak insentif yang akan diterima. Sebagai contoh adalah bonus 

penjualan, jika penjualan melampaui jumlah yang ditargetkan, maka insentif 

akan diberikan. 

Sementara gainsharing bisa didefinisikan sebagai penyelarasan 

peningkatan kinerja perusahaan (gain) dengan distribusi (sharing) 

keuntungan kepada pegawai. Umumnya gainsharing diberikan bukan kepada 

individu tetapi pada tim, untuk memotivasi pekerja agar bisa bekerja optimal. 

Contoh aplikasi gainsharing adalah sistem profit sharing plan. Sistem ini 

memungkinkan perusahaan membagikan keuntungan yang diperoleh kepada 

para pegawai untuk memacu agar pegawai bisa meningkatkan kinerja 

sehingga keuntungan perusahaan akan semakin meningkat. Semakin tinggi 

keuntungan perusahaan, maka bonus yang akan diterima pegawai juga 
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semakin besar karena para pegawai, termasuk direksi, akan mendapatkan 

bagian tertentu dari laba yang diperoleh perusahaan. Insentif dan gainsharing 

sering disebut sebagai perfomance based compensation karena menjadikan 

kinerja sebagai dasar pemberian kompensasi 

Menurut Mathis dalam Dewi dan Harjoyo (2019), “remunerasi harus 

mempunyai dampak positif, baik bagi pegawai maupun bagi organisasi. 

Tujuan pemberian remunerasi yang baik adalah”: 

a. Ikatan kerja sama 

Pemberian remunerasi akan menciptakan suatu ikatan kerja sama yang 

formal antara pegawai dan organisasi dalam sebuah sistem dimana 

pegawai dan organisasi saling membutuhkan. Pegawai membutuhkan 

penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga pegawai 

harus bekerja dengan baik untuk kepentingan organisasi. Di lain pihak, 

organisasi membutuhkan tenaga dan keahlian pegawai, sehingga 

organisasi diharuskan untuk memberikan remunerasi yang sesuai dengan 

perjanjian yang telah disepakati. 

b. Kepuasan kerja 

Pegawai bekerja mengerahkan waktu, tenaga, kemampuan, 

pengetahuan, dan keterampilan, dalam rangka membantu organisasi 

untuk mencapai tujuan organisasi. Hal yang ingin dicapai oleh pegawai 

adalah kepuasan kerja, yang salah satunya di sebabkan adanya 

remunerasi yang memadai sebagai penghargaan atas kontribusi pegawai 

dalam organisasi. 
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c. Rekrutmen efektif 

Pengadaan pegawai termasuk eksekutif akan efektif jika diimbangi 

dengan program remunerasi yang menarik, sehingga akan mendorong 

calon pegawai yang berkualifikasi terbaik dengan kemampuan dan 

keterampilan tinggi untuk bergabung dan bekerja sesuai perencanaan 

yang telah disusun organisasi.  

d. Motivasi 

Remunerasi yang baik akan memberikan rangsangan serta memotivasi 

pegawai untuk menghasilkan produktivitas kerja yang optimal dengan 

cara memberikan kinerja terbaik. Untuk meningkatkan motivasi bagi 

pegawai, organisasi biasanya memberikan insentif dan gainsharing agar 

pegawai mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk mencapai tujuan 

organisasi. Motivasi pegawai akan meningkat karena apabila kinerja 

organisasi meningkat, maka dampaknya akan dirasakan oleh pegawai 

berupa kesejahteraan pegawai yang juga akan meningkat. 

Pada tingkat eksekutif, program remunerasi yang menarik dari 

prinsipal diharapkan akan memotivasi agen untuk bertindak sesuai dengan 

kepentingan prinsipal sehingga meningkatkan kinerja perusahaan 

(Govindarajan & Anthony, 2011). Sistem remunerasi yang baik akan 

menyelaraskan kepentingan individu pegawai dengan tujuan perusahaan. 

Remunerasi yang diberikan kepada pengurus perusahaan harus bisa 

digunakan sebagai faktor pendorong agar mereka bisa menghasilkan kinerja 

terbaik.  
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E. Perbankan Syariah 

Sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang 

perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 

tahun 1998, definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Berdasarkan prinsip usahanya, perbankan dibagi menjadi dua, yaitu 

perbankan konvensional dan syariah. Landasan hukum bank syariah adalah 

UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah berdasarkan 

definisi undang-undang tersebut adalah bank yang menjalankan kegiatan 

usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum 

Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh 

lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 

Berdasarkan PBI No 11/33/PBI/2009 lembaga yang berhak mengeluarkan 

fatwa adalah Dewan Syariah Nasional, sebuah lembaga di bawah Majelis 

Ulama Indonesia (MUI).  

Berdasarkan prinsip operasionalnya menurut UU No. 21 tahun 2008, 

bank syariah terdiri atas: 

1. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.  

2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.  



30 
 

3. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja 

dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai 

kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari 

suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor 

induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.  

Bank yang akan menjadi objek penelitian ini adalah Bank Umum Syariah 

(BUS) yang ada di Indonesia.  

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 

Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah 

dan Unit Usaha Syariah, pengurus Bank Umum Syariah terdiri dari tiga 

komponen yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah. 

Menurut PBI 11/33/PBI/2009, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang 

bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan 

anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

Dewan komisaris merupakan kepanjangan tangan dari pemegang saham, 

diangkat dan bertanggung jawab kepada pemegang saham melalui Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS). Tugas dan Tanggung Jawab Dewan 

Komisaris berdasarkan PBI 11/33/PBI/2009 adalah sebagai berikut: 

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai 

dengan prinsip-prinsip GCG.  
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2. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya 

pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh 

tingkatan atau jenjang organisasi. 

3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan 

tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada 

Direksi. Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi 

pelaksanaan kebijakan strategis BUS. Dewan Komisaris dilarang terlibat 

dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BUS, kecuali 

pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada Direksi 

sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam 

Anggaran Dasar BUS atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham.  

4. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti 

temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank 

Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor 

ekstern.  

5. Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank 

Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:   

a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan 

perbankan; 

b. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BUS.  

6. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung 

jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang:   

a. Komite Pemantau Risiko;  

b. Komite Remunerasi dan Nominasi; dan  
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c. Komite Audit.  

Pengangkatan anggota komite ditetapkan oleh Direksi berdasarkan 

keputusan rapat Dewan Komisaris. Dewan Komisaris wajib memastikan 

bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.  

7. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja setiap 

komite. Pedoman dan tata tertib kerja komite yang harus dievaluasi dan 

dilakukan pengkinian secara berkala.  

8. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang 

bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling 

kurang mencantumkan: a. waktu kerja; dan b. pengaturan rapat.  

9. Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. 

Berdasarkan PBI 11/33/PBI/2009, Direksi adalah organ perseroan yang 

berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk 

kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta 

mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan 

ketentuan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tugas dan Tanggung 

Jawab Direksi  

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS 

berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.  

2. Direksi wajib mengelola BUS sesuai dengan kewenangan dan tanggung 

jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUS dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  
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3. Direksi wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS 

pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam rangka 

melaksanakan GCG, Direksi wajib memiliki fungsi paling kurang:  

a. Audit Intern;  

b. Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan  

c. Kepatuhan.  

4. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari 

hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas 

Syariah dan/atau auditor ekstern.   

5. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada 

pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.  

6. Direksi harus mengungkapkan kepada pegawai kebijakan BUS yang 

bersifat strategis di bidang kepegawaian.  

7. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain 

yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.  

8. Direksi hanya dapat menggunakan jasa konsultan, penasihat, atau yang 

dapat dipersamakan dengan itu sepanjang memenuhi persyaratan sebagai 

berikut:  

a. Proyek bersifat khusus yang sangat diperlukan untuk kegiatan usaha 

BUS;  

b. Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya 

mencakup tujuan, ruang lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu 

pelaksanaan pekerjaan dan biaya; dan  
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c. Konsultan merupakan pihak independen yang profesional dan 

memiliki kualifikasi yang cukup untuk melaksanakan proyek secara 

efektif dan efisien.  

9. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan 

tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.  

10. Setiap anggota Direksi wajib memiliki kejelasan tugas dan tanggung 

jawab sesuai dengan bidang tugasnya. Direksi wajib memiliki pedoman 

dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.  

11. Setiap keputusan Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab 

seluruh anggota Direksi. 

Selain adanya dewan komisaris dan direksi, hal yang membedakan 

perbankan konvensional dan perbankan syariah adalah adanya Dewan 

Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang 

bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi 

kegiatan bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah (PBI Nomor 11/33/PBI/ 

2009). Adanya DPS yang merupakan anggota dari Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) bertujuan untuk memastikan bahwa 

operasional bank dijalankan sesuai kaidah syariah sehingga menghilangkan 

kekhawatiran akan kesyariahan produk yang ditawarkan dan mengikis 

keraguan nasabah untuk berinteraksi dengan bank syariah.  

Berdasarkan Pasal 47 PBI Nomor 11/33/PBI/2009, pelaksanaan tugas 

dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah meliputi antara lain:   

a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman 

operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;  
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b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan 

fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;  

c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama 

Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;  

d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah 

terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta 

pelayanan jasa Bank; 

e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan 

kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. 

 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Hubungan antara remunerasi dan kinerja perusahaan menjadi topik yang 

menarik dan sudah dilakukan beberapa penelitian. Studi dari Wijeweera et al. 

(2020) menguji faktor-faktor penentu kinerja keuangan perusahaan dengan 

memanfaatkan kumpulan data panel dari 177 perusahaan publik di Amerika 

Serikat selama periode 2001-2012 dengan menggunakan variabel pengukur 

kinerja berupa The Net Profit After Tax (NPAT) and Earnings Before Interest 

And Tax (EBIT). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk 

tiga periode masa jabatan direksi (12 tahun), variabel remunerasi direktur 

eksekutif dan CEO memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah paket remunerasi 

CEO yang terstruktur dengan baik dapat digunakan untuk meningkatkan 

kinerja keuangan suatu perusahaan. 
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Penelitian Ahmed & Saidu (2021) terhadap perusahaan asuransi di 

Nigeria menunjukkan bahwa remunerasi direktur yang diukur dengan log gaji 

direktur dan tunjangan lainnya yang diperoleh direksi memengaruhi kinerja 

keuangan secara signifikan. Hasil ini mendukung penelitian Saidu sebelumnya 

(2017) yang mengambil sampel penelitian 16 Bank di Nigeria yang juga 

membuktikan bahwa remunerasi eksekutif berpengaruh positif terhadap 

kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan di beberapa negara lainnya seperti 

Pakistan (S. ur Rehman et al., 2021), Kazakstan (Orazayeva & Arslan, 2021), 

China (A. ur Rehman et al., 2021), dan Palestina (Abdeljawad et al., 2021) 

menghasilkan kesimpulan serupa. Penelitian dari Indonesia yang 

menghasilkan kesimpulan yang sama dilakukan oleh Surifah et al. (2020), 

Kurniawati (2022) dan Kirana & Novita (2021). 

Penelitian yang dilakukan oleh Puspasari & Sujana (2021) terhadap 162 

perusahaan manufaktur yang ada di BEI menemukan bahwa kinerja keuangan 

yang diwakili oleh ROA tidak dipengaruhi oleh remunerasi direksi. Sementara 

yang memengaruhi kinerja direksi dan komite adalah motivasi intrinsik, yaitu 

keinginan untuk berprestasi (achievement), rasa tanggung jawab, penghargaan, 

dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Penelitian Muslih (2018) 

dengan sampel 47 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang 

masuk dalam klasifikasi LQ-45 mendapatkan hasil bahwa pengaruh 

remunerasi manajemen terhadap kinerja keuangan tidak signifikan. Penelitian 

yang dilakukan oleh Angula & Makasi (2021) dan Pradana & Khairusoalihin 

(2021) menunjukkan hasil yang sama. 
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Selain itu, terdapat hasil penelitian yang menemukan bahwa remunerasi 

eksekutif berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan seperti 

pada penelitian di beberapa negara yaitu Sri Lanka (Jayendrika et al., 2020), 

Afrika Selatan (Marimuthu & Kwenda, 2019) dan Bangladesh (Akter et al., 

2020). Penelitian Marimuthu & Kwenda (2019) terhadap 33 BUMN komersial 

di Afrika Selatan yang terdaftar di bawah Undang-Undang Manajemen 

Keuangan Publik menemukan hubungan terbalik antara remunerasi eksekutif 

dan kinerja keuangan. Hal ini menjadi perhatian karena remunerasi eksekutif 

tinggi meskipun kinerja BUMN menurun. Ketidaksejajaran antara gaji dan 

kinerja merusak prinsip-prinsip inti dari teori keagenan, sehingga 

menghasilkan kinerja yang buruk. Temuan ini memberikan dukungan empiris 

untuk persepsi publik dan media bahwa remunerasi eksekutif berlebihan dan 

tidak pantas jika dibandingkan dengan kinerja BUMN. 

Surifah et al. (2020) melakukan penelitian terhadap pengaruh remunerasi 

dewan direksi dan dewan komisaris pada BUMN di Indonesia, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa remunerasi dewan komisaris berpengaruh negatif 

terhadap kinerja, sedangkan remunerasi direksi berpengaruh positif terhadap 

kinerja. Remunerasi direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, 

menunjukkan bahwa remunerasi efektif meningkatkan kinerja direksi, namun 

di sisi lain tidak efektif, bahkan kontraproduktif terhadap kinerja dewan 

komisaris. Artinya remunerasi di tingkat eksekutif dapat meningkatkan 

kinerja, tetapi di tingkat pengawasan tidak meningkatkan kinerja.  

Penelitian Muslih (2018) menunjukkan bahwa kinerja keuangan 

perusahaan tidak dipengaruhi oleh remunerasi dewan komisaris. Peran dewan 



38 
 

komisaris sifatnya netral karena tidak berhubungan langsung dengan eksekusi 

kebijakan.  

 

2.3. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan teori agensi, remunerasi merupakan salah satu cara untuk 

mengatasi masalah keagenan sehingga diharapkan apa yang dilakukan direksi, 

dewan komisaris dan dewan pengawas syariah sesuai dengan keinginan 

pemilik yang diwujudkan dalam bentuk hasil kinerja yang baik. Remunerasi 

merupakan imbalan prinsipal (pemilik/ pemegang saham) kepada agen 

(direksi, dewan komisaris dan DPS). Dengan demikian seharusnya remunerasi 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.  

Pengaruh Remunerasi Direksi Terhadap Kinerja Keuangan 

Dewan direksi merupakan penentu kebijakan yang menjadi nakhoda 

bagi perusahaan dalam mencapai sasaran kinerja keuangan perusahaan. 

Direksi bekerja mengerahkan waktu, tenaga, kemampuan, pengetahuan, dan 

keterampilan, dalam rangka membantu organisasi untuk mencapai tujuan 

organisasi. Remunerasi yang memadai kepada direksi merupakan penghargaan 

atas kontribusi direksi dalam organisasi (Dewi dan Harjoyo, 2019). Program 

remunerasi yang menarik akan mendorong direksi yang berkualifikasi terbaik 

dengan kemampuan, pengalaman dan memiliki visi yang baik untuk 

bergabung dan bekerja menggunakan kapasitas terbaiknya demi kepentingan 

perusahaan. Remunerasi yang baik akan memotivasi direksi untuk 

menghasilkan produktivitas kerja yang optimal karena apabila kinerja 
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perusahaan meningkat, maka dampaknya akan dirasakan oleh direksi berupa 

kesejahteraan yang juga akan meningkat.  

Remunerasi dewan telah menarik minat yang cukup besar di kalangan 

analis keuangan dan cendekiawan karena dipandang sebagai pencegah skandal 

keuangan yang telah mengguncang perusahaan di abad ke-21 (Ruparelia dan 

Njuguna, 2016). Penelitian Ruparelia dan Njuguna (2016) berusaha untuk 

mengetahui pengaruh remunerasi dewan terhadap kinerja keuangan, dengan 

fokus pada bank umum, perusahaan asuransi dan perusahaan investasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Nairobi dari tahun 2003 hingga 2013. Penelitian ini 

menemukan bahwa remunerasi dewan direksi akan mempengaruhi kinerja 

keuangan secara positif. Remunerasi juga dianggap dapat menarik serta 

mempertahankan orang- orang yang dianggap berpengalaman, profesional dan 

kompeten, dengan jalan memberikan remunerasi yang menarik kepada para 

direksi. Penelitian Rahman et al. (2021) memberikan bukti bahwa remunerasi 

direksi bisa menjadi salah satu mekanisme penting untuk melawan masalah 

keagenan dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Remunerasi yang 

baik akan memberikan dorongan motivasi kepada direksi untuk bekerja secara 

optimal yang pada akhirnya akan menguntungkan pemegang saham. 

Penelitian Ahmed & Saidu (2021) terhadap 19 perusahaan asuransi di 

Nigeria menunjukkan bahwa remunerasi direksi yang diukur dengan log gaji 

direktur dan tunjangan lainnya yang diperoleh direksi mempengaruhi kinerja 

keuangan secara signifikan. Penelitian Paulina Pangestu et al. (2019), S. ur 

Rehman et al. (2021), A. ur Rehman et al. (2021), Wijeweera et al. (2020), 

Surifah et al. (2020), dan Orazayeva & Arslan (2021) menunjukkan bahwa 
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remunerasi dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

perusahaan, artinya semakin tinggi pemberian remunerasi kepada direksi 

perusahaan akan semakin baik kinerja keuangan perusahaan.  

H1 : Remunerasi dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia 

 
Pengaruh Remunerasi Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan 

Dewan komisaris adalah bagian penting dari mekanisme corporate 

governance yang bertujuan untuk memberikan petunjuk pada manajemen 

ekskutif dan mengawasi manajemen. Dewan komisaris harus profesional,  

berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya 

dengan baik, termasuk memastikan bahwa direksi memperhatikan kepentingan 

semua pihak (Dewi et al., 2018). Komposisi dewan komisaris dapat 

memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dari proses penyusunan 

laporan keuangan berkualitas atau kemungkin terhindar dari kecurangan 

laporan keuangan. Komposisi dewan komisaris yang mempunyai anggota dari 

luar perusahaan mempunyai kecenderungan mempengaruhi kinerja keuangan 

yang dihasilkan. Komisaris independen diharapkan dapat melaksanakan fungsi 

tersebut agar tercipta perusahaan dengan good corporate governance. 

Komisaris memberikan arahan kepada manajemen eksekutif untuk memacu 

kinerja dan diharapkan pekerjaan yang dilakukan jadi lebih efisien. Dari 

efisiennya kinerja yang dilakukan para manajemen eksekutif, kualitas kinerja 

yang diperoleh pasti lebih baik dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan.  
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Pemberian remunerasi dalam jumlah yang layak diharapkan dapat 

mendorong kinerja perusahaan (Muslih & Rahadi, 2019). Kebijakan 

remunerasi kepada dewan komisaris akan memungkinkan perusahaan 

mendapatkan anggota komisaris yang berkualitas baik, kompeten dan 

profesional. Remunerasi kepada dewan komisaris akan memotivasi anggota 

dewan komisaris untuk membantu perusahaan mencapai kinerja yang baik. 

Penelitian dari Syoraya & Januarti (2014) menemukan bahwa remunerasi 

Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. 

H2 : Remunerasi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia 

 

Pengaruh Remunerasi DPS Terhadap Kinerja Keuangan 

DPS merupakan perwakilan dari Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI 

yang ditempatkan di lembaga ekonomi dan atau di industri keuangan syariah. 

Untuk memberikan kepastian bahwa prinsip syariah telah dijalankan dalam 

bisnis keuangan syariah, maka DPS melakukan pengawasan terutama dalam 

hal pelaksanaan fatwa DSN sehingga produk, jasa dan kegiatan usaha yang 

dilakukan harus sesuai dengan prinsip syariah (Afiska et al., 2021). Penelitian 

sebelumnya mengenai pengaruh dewan pengawas syariah terhadap kinerja 

perusahaan diwakili oleh variabel ukuran dewan (Afiska et al., 2021; Eksandy, 

2018; Hisamuddin & Tirta K, 2015; Intia & Azizah, 2021), tingkat pendidikan 

(Afiska et al., 2021; Nurvita, 2018) dan jumlah rapat (Afiska et al., 2021; 

Candra, 2021).  
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Di Indonesia, masih banyak masyarakat yang meragukan kesyariahan 

bisnis berbasis syariah, sehingga diperlukan adanya pihak yang bisa 

memastikan ketaatan terhadap kaidah syariah melalui keberadaan Dewan 

Pengawas Syariah (Baehaqi, 2014). Remunerasi yang memadai bagi Dewan 

Pengawas Syariah akan mendorong bank syariah mendapatkan sosok yang 

populer, kompeten dan dapat dipercaya yang memberikan jaminan 

kesyariahan bank syariah sehingga kepercayaan masyarakat akan meningkat, 

hal ini akan mendorong kinerja keuangan perusahaan.  

H3 : Remunerasi dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap 

kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel 

Objek penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di 

Indonesia dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dan 

memublikasikan laporan keuangan tahunan secara berkesinambungan selama 

5 tahun periode penelitian yaitu dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Jumlah 

Bank Umum Syariah di Indonesia posisi 31 Desember 2020 adalah 14 bank. 

Sampel perusahaan tersebut kemudian dipilih dengan menggunakan purposive 

sampling. Setelah dilakukan seleksi pemilihan sampel sesuai kriteria yang 

telah ditentukan maka diperoleh 9 BUS yang memenuhi kriteria sampel, 

sehingga data yang digunakan berjumlah 45. 

Bank Umum Syariah yang menjadi sampel adalah: 

Tabel III.1 
Daftar Perusahaan Sampel  

 
No Nama Bank 

1 Bank Aceh Syariah       

2 Bank BNI Syariah        

3 Bank BRI Syariah        

4 Bank BTPN Syariah       

5 Bank Mega Syariah       

6 Bank Muamalat Indonesia 

7 Bank Syariah Mandiri    

8 Bank Victoria Syariah   

9 Bank BCA Syariah             
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3.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 

data yang diperoleh dari annual report yang diterbitkan oleh bank umum 

syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per tanggal 31 

Desember 2020 dengan periode laporan selama 5 tahun (2016-2020). 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu mengambil 

data dari laporan tahunan perusahaan. Disamping itu juga menggunakan 

sumber dari jurnal online, website regulator dan otoritas, hasil tesis yang telah 

dipublikasikan dan literatur lain yang relevan. 

 
3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 

Pada penelitian ini variabel kinerja keuangan menggunakan Return on 

Asset (ROA), instrumen yang digunakan oleh Hisamuddin & Tirta K, (2015). 

Rasio Return on Assets (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk 

pengukuran kinerja keuangan perusahaan yang digunakan untuk menilai 

tingkat efektivitas operasional perusahaan.  

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah 

dan Unit Usaha Syariah, Rasio Return On Asset digunakan sebagai indikator 

bank dalam menghasilkan laba (rentabilitas) bagi bank syariah. Adapun rumus 

dari ROA pada perbankan syariah berdasarkan Lampiran 1.b SEOJK di atas 

adalah sebagai berikut:  

ROA =  Laba Sebelum Pajak 
          Rata-rata Total Aset 
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- Laba Sebelum Pajak adalah laba sebagaimana tercatat dalam laba rugi 

bank tahun berjalan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku 

mengenai Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan 

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang disetahunkan. Contoh: 

untuk posisi bulan Juni akumulasi laba per posisi Juni dihitung dengan 

cara dibagi 6 dan dikalikan dengan 12.  

- Rata-rata Total Aset adalah rata-rata total aset dalam Laporan Posisi 

Keuangan sebagaimana tertera pada Laporan Stabilitas Moneter dan 

Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 

Contoh: Untuk posisi bulan bulan Juni dihitung dengan cara penjumlahan 

total aset posisi Januari sampai dengan Juni dibagi dengan 6. 

Rasio ROA digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen 

dalam menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti kinerja perusahaan 

semakin baik, semakin kecil rasio maka mengidentifikasikan kurangnya 

kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset untuk meningkatkan 

pendapatan dan atau menekan biaya.  

Instrumen variabel bebas remunerasi dewan direksi dan remunerasi 

dewan komisaris dikembangkan oleh Pangestu et al. (2019) dengan indikator 

jumlah remunerasi yang diterima oleh dewan selama 1 tahun. Sementara 

variabel bebas remunerasi Dewan Pengawas Syariah, sepanjang penulis 

ketahui belum pernah dikembangkan oleh peneliti sebelumnya, menggunakan 

instrumen jumlah Remunerasi yang diterima oleh DPS selama 1 tahun. 

Variabel kontrol digunakan untuk mengontrol hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat, karena variabel kontrol diduga ikut 
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berpengaruh terhadap variabel bebas. Penelitian ini menggunakan variabel 

kontrol yaitu ukuran bank, karena adanya dugaan bahwa ukuran bank 

berpengaruh terhadap kemampuan bank dalam menghasilkan laba. 

Untuk pengolahan data, variabel remunerasi dan ukuran bank 

menggunakan transformasi logaritma. Transformasi dengan menggunakan 

logaritma natural biasanya digunakan pada situasi di mana terdapat hubungan 

tidak linear antara variabel bebas dengan variabel terikat (Benoit, 2011). 

Logaritma natural adalah logaritma dengan basis e = 2,71828 (nilai e 

mendekati 2,71828). Transformasi logaritma bisa digunakan untuk mengubah 

hubungan yang tidak linear antara variabel bebas dan variabel terikat sehingga 

dapat digunakan dalam model linear. Data yang rentangnya terlalu tinggi atau 

tidak berdistribusi normal akan berubah menjadi atau mendekati normal jika 

dilakukan transformasi logaritma natural. 

Pengukuran variabel digambarkan sebagai berikut: 

Variabel Referensi Definisi 
Variabel Terikat 
ROA 

 
Hisamuddin & Tirta K 
(2015) 

 
Laba perusahaan (EBIT) 
dibagi Total Asset 

Variabel Bebas 
Remunerasi Dewan 
Direksi 
 
Remunerasi Dewan 
Komisaris 
 
Remunerasi Dewan 
Pengawas Syariah 

 
(Pangestu et al., 2019) 
 
(Pangestu et al., 2019) 
 
(Pangestu et al., 2019) 
 

 
Remunerasi Dewan 
Direksi dalam 1 tahun 
 
Remunerasi Dewan 
Komisaris dalam 1 tahun 
 
Remunerasi DPS dalam 1 
tahun 

Variabel Kontrol 
Ukuran Bank 

 
(Amalia & Khuzaini, 
2021) 

 
Total Asset 
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3.4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan analisis 

regresi data panel. Data panel merupakan kombinasi antara data cross section 

atau data di satu waktu tertentu dan data time series atau data runtun waktu. 

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data beberapa perusahaan 

dalam kurun waktu tertentu (5 tahun).  

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Analisis regresi bertujuan untuk mengestimasi 

nilai rata-rata variabel terikat jika nilai variabel bebas diketahui (Basuki & 

Prawoto, 2016). Persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:  

  Y= α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + ε  

 Keterangan:   

Y : Kinerja Keuangan  

α  : Konstanta (nilai tetap)  

β1  : Koefesien Remunerasi Dewan Direksi 

X1  : Remunerasi Dewan Direksi 

β2  : Koefesien Remunerasi Dewan Komisaris 

X2  : Remunerasi Dewan Komisaris 

β3  : Koefesien Remunerasi Dewan Pengawas Syariah  

X3  : Remunerasi Dewan Pengawas Syariah  

β4  : Koefesien Total Asset  

X4  : Total Asset  

ε  : Standar error  
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Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software Eviews 10. 

Adapun tahap tahap analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Analisis Statistik Deskriptif 

2. Analisis Pemilihan Model Data Panel 

3. Uji Asumsi Klasik. Menurut Basuki & Prawoto (2016) uji asumsi klasik 

untuk regresi data panel terdiri atas: 

 a. Uji Normalitas  

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai 

residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang 

terdistribusi secara normal.  

b. Uji Multikolinearitas  

Uji Multikolinearitas adalah uji untuk mengetahui apakah terdapat suatu 

hubungan linear antara masing-masing variabel bebas di dalam model 

regresi. Multikolinearitas ini biasanya terjadi ketika sebagian besar 

variabel yang digunakan saling terkait satu sama lain di dalam model.  

c. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya 

ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model 

regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak 

adanya gejala heteroskedastisitas  
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4. Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan seberapa besar 

variabel bebas secara bersama–sama mempengaruhi variabel terikat maka 

dilakukan pengujian koefesien determinasi. Pengaruh tersebut dapat dilihat 

dari nilai adjusted R – Squared 

5. Uji Hipotesis dengan Uji t.  

Pengujian terhadap hipotesis menggunakan uji t. Uji t ini dipergunakan 

untuk mengetahui apakah variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas 

secara parsial.  
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Analisis Statistik Deskriptif  

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data. Dengan menggunakan program Eviews 10, hasil dari 

deskriptif statistik dapat dilihat pada tabel IV.1.  

Tabel IV.1  

 Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

            
 REMDIR REMKOM REMDPS ASSET ROA 
  (Rp Juta)  (Rp Juta)  (Rp Juta)  (Rp Juta)  (%) 
      

 Mean 17.800 5.270 932 32.326.197 2,05 
 Median 15.903 5.672 939  23.095.159 1,20 
 Maximum 56.145 16.576 2.444 126.907.940 13,58 
 Minimum 3.740 1.011 166 1.625.183 -2,19 
 Std. Dev. 11.092 3.010 512  31.088.388 3,29 
 Skewness 1,050 1,044 0,897 1,287 2,40 
 Kurtosis 4,590 5,668 3,726 4,120 7,91 

      
 Jarque-Bera  13.0158  21.5212  7.02950  14.7754  88.4142 
 Probability  0.00149  0.00002  0.02975  0.00062  0.00000 

      
 Observations  45  45  45  45  45 

Sumber: Output Eviews 10, 2022 
 

Dari hasil analisis data di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Pengeluaran perusahaan yang dipergunakan untuk remunerasi direksi rata-

rata adalah Rp. 17.800 juta per tahun, dengan jumlah terbesar ada pada Bank 

BTPN Syariah sebesar Rp. 56.145 juta per tahun dan terkecil adalah Bank 

Victoria Syariah sebesar 3.740 juta per tahun. Deviasi standar sebesar Rp 
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11.092 juta. Nilai standar deviasi yang lebih kecil daripada nilai rata-rata 

menunjukkan bahwa data remunerasi direksi homogen. 

2. Nilai rata-rata pada variabel remunerasi komisaris adalah Rp 5.270 juta per 

tahun dan standar deviasi sebesar Rp 3.010 juta. Nilai standar deviasi yang 

lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa variabel remunerasi 

komisaris bersifat homogen. Perusahaan yang memberikan remunerasi 

tertinggi untuk dewan komisaris adalah Bank BTPN Syariah sebesar Rp 

16.576 juta per tahun dan perusahaan memberikan remunerasi komisaris 

terendah adalah Bank Victoria Syariah dengan pengeluaran sebesar Rp 1.011 

juta 

3. Nilai rata-rata variabel remunerasi DPS adalah Rp.932 juta per tahun dan 

standar deviasi sebesar Rp. 512 juta. Nilai standar deviasi yang lebih kecil 

dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa variabel remunerasi DPS bersifat 

homogen. Perusahaan dengan nilai remunerasi DPS terendah adalah Bank 

Aceh Syariah senilai Rp. 166 juta per tahun dan tertinggi adalah Bank Syariah 

Mandiri dengan nilai 2,444 juta per tahun.  

4. Variabel kinerja keuangan perusahaan yang digambarkan dengan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan indikator nilai 

Return On Asset (ROA) mempunyai nilai rata-rata 2,05 % dan standar 

deviasi secara sebesar 3,29 %. Variabel ini bersifat heterogen karena nilai 

standar deviasi yang lebih besar daripada nilai rata-ratanya. Perusahaan yang 

menghasilkan ROA tertinggi adalah Bank BTPN Syariah sebesar 13,58% dan 

perusahaan yang bernilai minimum adalah Bank Victoria Syariah dengan 
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ROA sebesar -2,19 % yang berarti bahwa perusahaan tersebut mempunyai 

kemampuan menghasilkan laba terendah di antara perusahaan sampel 

5. Nilai rata-rata variabel Aset adalah Rp 32,326 triliun dan standar deviasi 

sebesar Rp 31,088 triliun. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai 

rata-rata menunjukkan bahwa variabel aset bersifat homogen. Perusahaan 

dengan nilai aset tertinggi adalah Bank Syariah Mandiri dengan nilai Rp 

126,907 triliun dan memiliki aset terendah adalah Bank Victoria Syariah 

senilai Rp 1,625 triliun. 

Berdasarkan data di atas, remunerasi tertinggi untuk direksi dan 

komisaris diberikan oleh Bank BTPN Syariah di mana bank tersebut memiliki 

kinerja terbaik dengan nilai ROA tertinggi pula. Bank Syariah Mandiri dengan 

aset terbesar memberikan remunerasi yang lebih rendah dari Bank BTPN 

Syariah yang asetnya jauh lebih kecil. Sementara untuk remunerasi DPS, Bank 

Syariah Mandiri adalah pemberi remunerasi tertinggi. 

 

4.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel 

Langkah pertama dalam melakukan regresi data panel adalah memilih 

model terbaik.  Terdapat tiga pendekatan yang bisa dipilih (Basuki & Prawoto, 

2016), yaitu:  

1. Common Effect Model (CEM), merupakan pendekatan model data panel yang 

paling sederhana karena hanya mengombinasikan data time series dan cross 

section. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, 

sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai 
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kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan Ordinary Least 

Square (OLS) atau teknik kuadrat terkecil. 

2. Fixed Effect Model (FEM), model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar 

individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi 

data panel Fixed Effect Model menggunakan teknik variabel dummy untuk 

menangkap perbedaan intersep antar perusahaan, perbedaan intersep bisa 

terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. Namun 

demikian slopnya sama antar perusahaan.  

3. Random Effect Model (REM), model ini akan mengestimasi data panel 

dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan 

antar individu. Pada Random Effect Model perbedaan intersep diakomodasi 

oleh error terms masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan 

Random Effect Model yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini 

juga disebut dengan Error Component Model (ECM) atau teknik 

Generalized Least Square (GLS). 

Menurut Basuki & Prawoto (2016) pemilihan model atau teknik estimasi 

untuk menguji persamaan regresi yang akan diestimasi dapat menggunakan tiga 

pengujian yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier.  

1. Uji Chow 

Uji Chow adalah pengujian yang dilakukan untuk memilih pendekatan 

terbaik antara Fixed Effect Model (FEM) dengan Common Effect Model 

(CEM). Dasar pengambilan keputusannya adalah jika probabilitas untuk 

cross section F > nilai signifikan 0,05 maka model yang paling tepat 
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digunakan adalah Common Effect Model (CEM). Hasil uji Chow dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel IV.2 

 Hasil Uji Chow 

 

Effect Test Statistics d.f Prob 

Cross Section F 33.012146 (8.32) 0.0000 

Sumber: Output Eviews 10, 2022 
 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas Cross-section F 

adalah 0.0000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa FEM lebih baik 

dari CEM. 

 

2. Uji Hausman 

Uji Hausman bertujuan untuk memilih model terbaik antara Fixed Effect 

Model (FEM) atau Random Effect Model (REM). Dasar pengambilan 

keputusannya adalah jika nilai probabilitas untuk cross section random > 

nilai signifikan 0,05 maka Random Effect Model (REM) lebih baik daripada 

Fixed Effect Model (FEM). Hasil dari Uji Hausman adalah sebagai berikut: 

Tabel IV.3 

Hasil Uji Hausman 

 
Test Summary Chi-square Statistics Chi-sq d.f Prob 

Cross Section Random  33.236377 4 0.0000 

Sumber: Output Eviews 10, 2022 
 



55 
 

Berdasarkan Uji Hausman di atas, nilai probabilitas cross section random 

sebesar 0.0000 kurang dari 0.05 menunjukkan bahwa FEM lebih baik 

daripada REM.  

Resume dari Uji Chow dan Uji Hausman dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel IV.4 

Kesimpulan Model  

No  Metode  Pengujian Model Hasil Terbaik 

1  Uji Chow  CEM vs FEM FEM 

2  Uji Hausman  FEM vs REM FEM 

  
Karena dari kedua uji tersebut telah diperoleh model terbaik adalah FEM, 

maka uji ketiga yaitu Uji Lagrange Multiplier tidak diperlukan lagi, dengan 

demikian model regresi data panel yang akan dianalisis lebih lanjut dalam 

penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM).  

 

4.3 Uji Asumsi Klasik 

Menurut Basuki & Prawoto (2016), uji asumsi klasik yang diperlukan untuk 

regresi data panel adalah uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji 

heteroskedastisitas, sedangkan uji autokorelasi tidak diperlukan. Hasil 

pengujian asumsi klasik adalah sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel penelitian 

berdistribusi normal atau tidak dengan menguji residual. Dalam penelitian 

ini, uji normalitas data menggunakan Uji Jarque Bera, dengan melihat tingkat 
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signifikansi 5%. Uji Jarque Bera adalah salah satu uji normalitas jenis 

goodness of fit test yang mengukur apakah skewness dan kurtosis sampel 

sesuai dengan distribusi normal. Hasil uji normalitas untuk model penelitian 

adalah sebagai berikut:  

Tabel IV.5  

Hasil Uji Normalitas  

Statistik Nilai 

Jarque Bera 0.5143 

Probabilitas 0.7732 

      Sumber: Output Eviews 10, 2022 
 

Berdasarkan tabel di atas nilai Jarque Bera sebesar 0,5143 dengan P-Value 

sebesar 0,7732 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

sampel berdistribusi normal. 

 

2. Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Basuki & Prawoto, 2016). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel 

bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model 

regresi menggunakan uji korelasi parsial dengan menguji koefisien korelasi 

antar variabel bebas. Apabila hasil koefesien korelasi antara variabel bebas 

menunjukkan angka lebih besar dari 0,9, maka menunjukkan adanya 

multikoleniaritas. Jika kurang dari 0,9 menunjukkan bahwa tidak ada 

masalah multikoleniaritas. Uji multikoleniaritas menunjukkan hasil sebagai 

berikut: 
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Tabel IV.6 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 LOGREMDIR LOGREMKOM LOGREMDPS LOGASSET 

LOGREMDIR 1.000000    

LOGREMKOM 0.884114 1.000000   

LOGREMDPS 0.267870 0.222171 1.000000  

LOGASSET 0.691228 0.824378 0.522331 1.000000 

 Sumber: Output Eviews 10, 2022 

 

Hasil uji Multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak ada koefisien korelasi 

antar variabel yang melebihi nilai 0,9, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat masalah multikolinearitas 

 

3. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lainnya. Hasil uji heteroskedastisitas dengan Uji Glejser adalah sebagai 

berikut:  

Tabel IV.7  

Hasil Uji Heteroskedastisitas  

 

Variable  Probabilitas 

C 0.6067 

LOGREMDIR 0.3511 

LOGREMKOM 0.0603 

LOGREMDPS 0.1248 

  Sumber: Output Eviews 10, 2022 
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Dari tabel IV.7 dapat dilihat bahwa untuk semua variabel bebas p-value untuk 

variabel remunerasi direksi, remunerasi komisaris dan remunerasi DPS lebih 

besar dari 5%. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala 

heteroskedastisitas dalam model regresi dan dapat digunakan untuk analisis 

selanjutnya.  

 

4.4 Analisis Regresi Data Panel 

Berdasarkan hasil pemilihan model terbaik, maka model terbaik yang 

tepat digunakan sebagai alat analisis adalah Fixed Effect Model (FEM). Hasil 

analisis regresi adalah sebagai berikut:  

Tabel IV.8  

Hasil Regresi Data Panel 

 

No Variabel Koefisien 

1 Konstanta -2,657 

2 Remunerasi Direksi 0,526 

3 Remunerasi Komisaris -2,058 

4 Remunerasi DPS 0,281 

5 Ukuran Perusahaan 0,899 

     Sumber: Output Eviews 10, 2022 
 

 
Berdasarkan hasil analisis regresi di atas, maka persamaan regresi yang 

diperoleh adalah sebagai berikut:  

ROA= -2,657 +0,526 Remdir -2,058 Remkom +0,281 RemDPS +0,898 Asset 
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Persamaan regresi ini mengandung arti bahwa:  

1. Nilai intersep konstanta sebesar -2,657. Hasil ini menunjukkan bahwa 

besarnya nilai ROA adalah sebesar -2,657 apabila nilai seluruh variabel bebas 

adalah 0.  

2. Koefisien regresi variabel remunerasi direksi adalah 0,526. Koefesien ini 

menunjukkan bahwa apabila remunerasi direksi bertambah satu satuan, maka 

ROA akan mengalami peningkatan sebesar 0,526 satuan dengan asumsi 

semua variabel bebas lain tidak berubah.  

3. Koefisien regresi variabel remunerasi dewan komisaris adalah -2,058. Nilai 

ini menunjukkan bahwa apabila variabel remunerasi dewan komisaris 

meningkat satu satuan, maka ROA akan menurun sebesar 2,058 dengan 

asumsi variabel bebas lain tidak berubah.  

4. Koefisien regresi variabel remunerasi Dewan Pengawas Syariah adalah 

0,281, yang berarti bahwa apabila variabel remunerasi DPS naik satu satuan, 

maka kinerja keuangan akan meningkat sebesar 0,281 dengan asumsi 

variabel bebas lain tetap.  

5. Nilai koefisien regresi variabel ukuran perusahaan adalah sebesar 0,899, yang 

berarti bahwa apabila variabel aset bertambah satu satuan, maka kinerja 

keuangan akan meningkat sebesar 0,899 dengan asumsi semua variabel bebas 

lain konstan.  

 
4.5 Analisis Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi dipergunakan untuk mengukur kemampuan model 

dalam menjelaskan seberapa besar variabel bebas secara bersama–sama 
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mempengaruhi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol 

sampai satu. Semakin kecil nilai koefisien determinasi maka kemampuan 

variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat semakin lemah, sebaliknya 

jika semakin tinggi mendekati satu maka pengaruh variabel bebas sangat kuat.  

 
Tabel IV.9 

Hasil Uji Koefesien Determinasi 

 
Statistik Nilai 

R Squared 0,9337 

Adjusted R Square 0,9088 

Sumber: Output Eviews 10, 2022 

 

Pada Tabel IV.9 terlihat nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) 

adalah 0,9088. Hasil tersebut meunjukkan besarnya kemampuan keseluruhan 

variabel bebas dalam mempengaruhi model persamaan regresi sangat kuat yaitu 

sebesar 90,88% dan selebihnya sebesar 9,12% dipengaruhi faktor lainnya yang 

tidak termasuk dalam penelitian ini.  

 

4.6 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis menggunakan uji t. Uji t bertujuan untuk melihat 

seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel bebas secara individual dalam 

menentukan nilai variabel terikat. Uji ini digunakan untuk menguji pengaruh 

parsial, apabila nilai probabilitas < 5% atau 0.05 maka variabel bebas 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Hasil Uji t dapat dilihat pada 

tabel IV.10 berikut:  
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Tabel IV.10 

Pengujian Hipotesis 

 

No Variabel Koefisien Probabilitas Kesimpulan 

1 Remunerasi Direksi 0,526 0,0467 Positif, Signifikan 

2 Remunerasi Komisaris -2,058 0,0000 Negatif, Signifikan 

3 Remunerasi DPS 0,281 0,0683 Tidak Signifikan 

4 Ukuran Perusahaan 0,899 0,0003 Positif, Signifikan 

Sumber: Output Eviews 10, 2022 

 

4.7 Pembahasan 

Hasil Pengujian Hipotesis 1 (H1) 

Hasil uji t untuk variabel remunerasi dewan direksi menunjukkan 

koefisien sebesar 0,526 dan probabilitas sebesar 0,0467 lebih kecil dari 0.05 

artinya signifikan, sehingga H1 diterima, dapat disimpulkan bahwa remunerasi 

dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan Bank 

Umum Syariah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberian remunerasi kepada 

direksi memacu direksi melakukan tugasnya dengan lebih efisien dan efektif 

untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Remunerasi kepada eksekutif 

merupakan salah satu alat yang efektif untuk meningkatkan kinerja perusahaan 

(Govindarajan & Anthony, 2011). Dikatakan efektif karena ketika para 

eksekutif pada sebuah perusahaan diberikan remunerasi yang sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawabnya, akan meningkatkan kepercayaan diri eksekutif 

kepada perusahaan tempat mereka bekerja, sehingga akan berusaha 

meningkatkan kinerja dan terus memaksimalkan keahlian serta sumber daya 

yang dimilikinya untuk kemajuan perusahaan (Kurniawati, 2022). 
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Perusahaan harus menerapkan konsep-konsep Good Corporate 

Governance agar dapat meningkatkan kinerja dan citra perusahaan, sehingga 

kebijakan remunerasi yang diambil dapat menjadi salah satu sarana mencapai 

laba perusahaan yang pada akhirnya dinikmati oleh pemilik (Hisamuddin & 

Tirta K, 2015). Hal ini sesuai dengan agency theory yang menyatakan bahwa 

remunerasi adalah suatu imbalan yang diberikan pemilik perusahaan kepada 

agennya. Dalam bisnis perbankan sudah sangat jamak bahwa remunerasi 

eksekutif adalah umpan balik atau penghargaan kepada eksekutif atas kinerja 

yang ditunjukkan. Bonus dan insentif lainnya diberikan berdasarkan hasil kerja 

manajemen pada tahun berjalan. Hal ini memicu direksi selaku pengambil 

kebijakan untuk memaksimalkan kinerjanya karena secara langsung akan 

berdampak juga terhadap remunerasi yang diterima (Noviarty & Donela, 2020). 

 Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Wijeweera et al (2020), Surifah et al (2020) dan Kirana & Novita (2021) 

menyatakan bahwa remunerasi direksi berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan.  

 

Hasil Pengujian Hipotesis 2 (H2)  

Hasil uji t untuk variabel remunerasi komisaris menunjukkan koefisien 

sebesar -2,058 dan probabilitas sebesar 0,0000 kurang dari 0,05, dapat 

disimpulkan bahwa H2 ditolak artinya variabel remunerasi komisaris 

berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum 

Syariah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Surifah et al. (2020) 

yang menemukan bahwa remunerasi dewan komisaris berpengaruh negatif 
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terhadap kinerja perusahaan. Komisaris merupakan perwakilan para pemegang 

saham perusahaan yang ditunjuk untuk mengawasi kegiatan dan operasional 

perusahaan, termasuk mengawasi para direksi. Komisaris yang memahami 

bisnis dan berpengalaman sangat diperlukan untuk memastikan kebijakan 

direksi pada jalur yang benar dalam mencapai tujuan perusahaan. Komisaris 

sebagai kepanjangan tangan dari pemilik memiliki pengaruh yang besar karena 

bertugas mengarahkan dan mengevaluasi kinerja dari dewan direksi. Namun 

dalam hal pemberian remunerasi kepada dewan komisaris seharusnya tidak 

berlebihan karena komisaris tidak berperan secara langsung dalam menjalankan 

perusahaan. Peningkatan remunerasi komisaris akan membebani perusahaan 

berupa peningkatan biaya yang berdampak pada penurunan laba sehingga rasio 

kinerja keuangan berupa ROA juga akan menurun. 

 

Hasil Pengujian Hipotesis 3 (H3)  

Hasil uji t untuk variabel remunerasi DPS menghasilkan probabilitas 

sebesar 0,0683 lebih besar dari 0,05, kesimpulannya adalah H3 ditolak, 

remunerasi DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada 

Bank Umum Syariah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa naik turunnya 

remunerasi dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan (ROA). Keberadaan anggota DPS lebih banyak ditampilkan 

kefigurannya saja (Baehaqi, 2014), banyak yang rangkap jabatan sebagai DPS 

di bank lain sehingga berakibat kinerja anggota DPS dalam mengawasi sebuah 

bank kurang optimal dan tidak mempengaruhi kinerja perbankan.  
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Hasil Pengujian Pengaruh Ukuran Perusahaan 

Hasil uji t untuk variabel kontrol ukuran perusahaan (aset) menunjukkan 

koefisien sebesar 0,889 dan probabilitas sebesar 0,0003 lebih kecil dari 0.05 

artinya signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan yang 

diukur dengan total aset berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

keuangan Bank Umum Syariah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar 

ukuran perusahaan, maka perusahaan tersebut memiliki sumber daya yang 

semakin besar yang dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan laba. 

Hasil ini sesuai dengen penelitian Amalia & Khuzaini (2021) 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh remunerasi 

direksi, komisaris dan dewan pengawas syariah dengan menggunakan sampel 

sebanyak 9 (sembilan) Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia dengan 

periode laporan keuangan tahunan tahun 2016 sampai dengan 2020. Hasil 

pengujian yang dilakukan menunjukkan hasil sebagai berikut:  

a. Remunerasi dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

keuangan perusahaan 

b. Remunerasi dewan komisaris berpengaruh signifikan negatif terhadap 

kinerja keuangan perusahaan.  

c. Remunerasi Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan perusahaan 

d. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

keuangan perusahaan 

 

5.2 Implikasi dan Saran  

Dari hasil kesimpulan penelitian yang telah didapatkan, penelitian ini 

memberikan implikasi dan saran untuk industri sebagai berikut: 

a. Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan yang kontradiktif, remunerasi 

dewan direksi berpengaruh positif dan remunerasi dewan komisaris 

memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan 

indikator rasio profitabilitas ROA. Perusahaan harus bisa memformulasikan 
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anggaran remunerasi untuk direksi dan komisaris agar bisa memaksimalkan 

kinerja keuangan perusahaan, misalnya dengan memberikan remunerasi 

yang bersifat variabel untuk komisaris, sehingga besarnya remunerasi untuk 

komisaris juga bergantung pada kinerja perusahaan. 

b. Remunerasi DPS tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Kesimpulan ini mengindikasikan bahwa aktor ketokohan 

anggota DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Oleh karena itu perusahaan perlu memilih anggota DPS yang 

kompeten dan bisa memberikan waktunya untuk lebih fokus dalam 

penjaminan kesyariahan kegiatan bisnis pada Bank Umum Syariah, salah 

satunya dengan menghindari rangkap jabatan DPS. 

 

5.3 Keterbatasan  

Penelitian ini juga memiliki keterbatasan yang dapat dikembangkan untuk 

penelitian selanjutnya, di antaranya adalah jumlah bank umum syariah di 

Indonesia sangat sedikit hanya 14 bank, hal ini menyebabkan sampel yang dapat 

dilibatkan dalam penelitian sangat terbatas. Penelitian selanjutnya disarankan 

menambah sampel penelitian dengan membandingkan atau menambahkan 

sampel penelitian di negara lain agar diperoleh hasil penelitian yang lebih 

komprehensif. Selain itu juga perlu dilakukan penelitian serupa untuk Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), sehingga hasilnya nanti bisa 

diperbandingkan. 
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